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ABSTRAK 

Nama : Syifak Huda 

NIM : 220106014 

Fakultas/Prodi :  Syari‟ah dan Hukum/ Ilmu Hukum 

Judul Skripsi :  Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Pengendara Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh 

Tanggal Munaqasyah : 

Pembimbing I : Riza Afrian Mustaqim, M.H. 

Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag. 

Kata Kunci :  Efektivitas, Electronic Traffic Law Enforcement 

(ETLE),    Kepatuhan Pengendara, 

Lalu Lintas 

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada sektor lalu lintas menimbulkan 

urgensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendara khususnya di 

kota Banda Aceh. Oleh karena itu pihak kepolisian mengeluarkan inovasi di era 

industri 4.0 berupa tilang berbasis teknologi atau Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat 

kesadaran hukum pengendara lalu lintas serta menilai efektivitas penerapan 

sistem ETLE dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan 

berlalu lintas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data 

primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat pelanggar lalu lintas 

dan pihak Satlantas Polda Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Banda Aceh 

belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya sarana dan 

prasarana penunjang seperti jumlah kamera pengawas, serta kurangnya 

sosialisasi dan pemahaman publik mengenai mekanisme sistem tilang 

elektronik. Meskipun demikian, ETLE dinilai mampu meningkatkan 

transparansi penegakan hukum, mengurangi potensi pungutan liar, dan menjadi 

langkah awal menuju sistem lalu lintas yang lebih tertib dan modern. Dengan 

demikian, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi sosialisasi 

hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat agar pelaksanaan ETLE di 

Kota Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan kepatuhan dan 

keselamatan berlalu lintas. 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf 

dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf 

dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf Latin 

Huruf  

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf  

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba 

ngkan 

tidak 

dilambang 

kan 

 țā‟ ț te ط

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‟ B Be ب

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ain „ koma ‟ ع Tā‟ T Te ت

terbalik 

(di atas) 

 Śa‟ Ś es ث

(dengan 

titik di 

atas 

 Gain g Ge غ

 Fā‟ f Ef ف Jῑm J Je ج

 Qāf q Ki ق Hā‟ H ha ح



 ix 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Kāf k Ka ك Khā‟ Kh ka dan ha خ

 Lām l El ل Dāl D De د

 Żal Ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm m Em م

 Nūn n En ن Rā‟ R Er ر

 Wau w We و Zai Z Zet ز

 Hā‟ h Ha ه Sῑn S Es س

 Hamzah „ Apostrof ء Syῑn Sy es dan ya ش

 Șād Ș es ص

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Yā‟ y Ye ي

 Ḍad  de ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 



 x 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan 

huruf 

Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ...ي 

 fatḥah dan ...و 

wāu 

Au a dan u 

 

 Contoh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

...ى  ...ا   fatḥah dan alῑf 

atau yā’ 

Ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ῑ a dan garis di ي...

atas 

 ḍammah dan و. ..

wāu 

Ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

  

 

 

 

4. Tā’ marbūțah 

Transliterasi untuk tā’ marbūțah ada dua: 

1. Tā’ marbūțah hidup 

tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2. Tā’ marbūțah mati 

tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 
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Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

   

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah 

tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

   

 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata , )ال

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh:  

          

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh:  

  

 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya.  

Contoh:  
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9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh:  
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10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Șamad Ibn Sulaimān 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada sektor lalu lintas dan 

angkutan jalan raya telah menimbulkan urgensi untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini merupakan upaya agar pelanggar lalu 

lintas dapat diminimalisirkan semaksimal mumgkin. Pelanggaran lalu lintas dan 

jalan raya merupakan tindak pidana yang terjadi apabila seseorang atau 

sekelompok orang melakukan tindakan tersebut, maka proses hukumnya akan 

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 

permasalahan hukum yang terjadi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara 

peraturan hukum tertulis dengan penerapan hukum yang seharusnya dipatuhi 

oleh masyarakat Indonesia. 

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kesadaran hukum erat 

kaitannya dengan kepatuhan hukum dan merupakan wujud dari efektivitas 

terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum akan menyoroti 

fungsi atau kekurangan aturan hukum yang telah diterapkan, yaitu melalui 

pemahaman dan ketaatan terhadap aturan yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan masyarakat agar dapat tercapainya tujuan terbentuknya hukum itu 

sendiri. Apabila kesadaran dan kepatuhan hukum telah terbangun, maka 

kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, salah satunya adalah 

kesadaran hukum berlalu lintas.
1
 

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan suatu kota karena 

masyarakatnya dapat bertahan hidup dan sejahtera dengan memanfaatkan secara 

baik produktivitas yang dihasilkan melalui lalu lintas. Oleh karena itu 

diperlukannya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Penegakan 

                                                           
1
 Eka Surya Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu 

Lintas Berdasarkan Alat Bukti Elektronik Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”, Jurnal Sakato 
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hukum pun harus berjalan dengan baik untuk mengatasi sarana dan prasarana 

terkait lalu lintas dan angkutan jalan agar tertata dengan baik dan rapi.
2
 

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan Kepolisian RI 

mengambangkan sistem informasi berbasis website atau perangkat lunak 

berbasis jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar 

sesama anggota kepolisian secara realtime.
3
 

Salah satu layanan publik berbasis teknologi yang paling inovatif di era 

Industri 4.0 adalah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang 

memanfaatkan teknologi untuk menegakkan peraturan lalu lintas secara 

elektronik. Untuk melaksanakan ETLE diperlukan sistem informasi kepolisian 

yang terintegrasi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). ETLE 

merupakan salah satu contoh dan implementasi transformasi Polri yang bersifat 

Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan 

kepolisian berbasis teknologi komunikasi merupakan salah satu faktor penting 

dalam evaluasi pelayanan prima kepolisian. Optimalisasi perkembangan 

teknologi dapat dijadikan alat untuk membantu memberikan nilai tambah dalam 

pelaksanaan tugas Polri.
4
 

Diantara peristiwa serta aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian 

tersebut yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhinya guna menciptakan 

keamanan, ketertiban, dan keselamatan pada sektor lalu lintas. Maka hal itu 

sejalan dengan Qur‟an surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi : 

                                                           
2
 Jumadi & Agus Salim, “Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Elektronik Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas”, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, volume 3, nomor 1, hlm. 334 
3
 Chusminah SM , R. Ati Haryati , Desi Kristiani, “Efektifitas Implementasi E-Tilang 

Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”, Jurnal 

Sektretari dan Manajemen, Volume 2, No. 2, September 2018, hlm. 217 
4
 Vita Mayastinasari & Benyamin Lufpi, “Efektivitas Electronic Traffic Law 

Enforcement”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 16, Nomor 1, April 2022, hlm. 63 
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Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah 

SWT (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah SWT 

dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya 

(di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa : 59) 

Dalam ayat tersebut diterangkan untuk mentaati perintah Allah SWT 

sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur‟an, kemudian mentaati Rasul-Nya, 

karena Rasul menyampaikan syari‟at dari Allah SWT kepada manusia sehingga 

wajib bagi umat muslim untuk mentaatinya. Kemudian taat kepada ulil amri, 

yaitu presiden, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin serta 

kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat 

umum. Seruan dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 59 ditujukan kepada rakyat 

bahwa mereka harus taat kepada ulil amri (pemimpin). Tetapi dengan syarat 

bahwa ulil amri telah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 
5
 

Qs. An-Nisa ayat 59 juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diberikan 

amanah kepada mereka untuk menjadi ulil amri harus ditaati selagi ulil amri itu 

menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada aturan Allah SWT. Dalam hal 

ini, ulul amri ataupun pemerintah ataupun seseorang yang membuat aturan guna 

menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban khususnya pada sektor lalu 

lintas ialah pihak kepolisian yang telah mengeluarkan aturan untuk patuh dan 

taat terhadap rambu lalu lintas. 
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Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan komponen Kepolisian yang 

bertugas melaksanakan fungsi kepolisian yang berkaitan dengan lalu lintas. 

Tanggung jawabnya meliputi pengaturan, pengawasan, pengawalan, patroli, 

pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi 

pengemudi dan kendaraan bermotor, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan 

penegakan hukum lalu lintas. Tugas tersebut bertujuan untuk menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 

12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus 

berdasarkan asas-asas tertentu seperti transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan 

bertujuan menciptakan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta 

mewujudkan etika berlalu lintas dan penegakan hukum., sekaligus mendukung 

kemajuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamantkan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6
 

Ditlantas Polda Aceh telah menerapkan sistem tilang pelanggar lalu lintas 

secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sejak 12 

November 2021. Adapun titik pemasangan dari penerapan tilang elektronik di 

kota Banda Aceh yaitu simpang PKA, simpang jambo tape, simpang lima dan 

simpang lambaro. Ditlantas Polda Aceh juga bekerja sama dengan Pos Indonesia 

untuk mengirimkan surat tilang kepada masyarakat yang terekam melakukan 

pelanggaran lalu lintas. Surat tilang tersebut berisi nomor plat pelanggar, nama 

pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, alamat pemilik 

kendaraan, bukti pelanggaran lalu lintas berupa foto, jenis pelanggaran beserta 

pasal, dan barcode untuk melihat data pelanggaran dan konfirmasi online.
7
 

Konfirmasi online dilakukan maksimal 8 hari sejak pelanggaran dilakukan, 

sedangkan batas waktu pembayaran denda adalah lima belas hari sejak tanggal 

                                                           
6
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pelanggaran. Adapun dalam hal ini hambatan yang dirasakan oleh aparat 

penegak hukum ialah apabila pemilik kendaraan telah pindah alamat sehingga 

surat tilang tidak sampai pada tujuannya, kendaraan yang telah dijual namun 

belum dilakukannya peralihan pemilik, atau adanya faktor lain seperti tidak 

menggunakan plat nomor yang sesuai dengan kendaraan. 

Dalam penerapannya di kota Banda Aceh, tilang elektronik atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) masih banyak ditemukan kekurangan 

dikarenakan pada beberapa lokasi yang sudah menerapkan sitem tilang 

elektronik masih saja ada tilang secara manual yang menyebabkan remehnya 

pandangan masyarakat kepada aparat penegak hukum.
8
 

Tilang elektronik yang berlaku di kota Banda Aceh merekam 27.097 

pelanggar
9
, baik kendaraan bermotor maupun mobil yang terdata dari januari 

hingga juni tahun 2025. Tilang elektronik yang ada di kota Banda Aceh ini 

hanya merekam empat jenis pelanggaran saja, diantaranya ialah tidak 

menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, penumpang 

kendaraan roda dua yang  lebih dari satu, serta menerobos lampu lalu lintas. 

Disisi lain, apabila pemilik kendaraan memasang plat nomor yang tidak sesuai 

dengan kendaraan dan  kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga 

tidak terdeteksi oleh sistem tilang elektronik maka aparat penegak hukum yang 

berwenang akan kesulitan mengirim surat tilang karena nomor plat yang tidak 

terdeteksi sehingga mereka mengabaikannya saja.
10

 

Hal yang paling umum dapat terjadi apabila menggunakan sistem 

elektronik adalah bermasalahnya dengan jaringan, begitupun kesulitan yang 

dialami oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam bidang tilang secara 

elektronik ini. Saat peneliti melakukan observasi lapangan, ternyata dalam 
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sebulan, masyarakat pengendara lalu lintas dengan menggunakan kendaraan 

yang sama dapat lima sampai sepuluh kali terekam melakukan pelanggaran lalu 

lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan 

lalu lintas dan kepatuhan hukum masih tergolong rendah. Namun disisi lain, 

pengendara lalu lintas masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui 

prosedur dari sistem tilang elektronik atau ETLE.
11

 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa penerapan tilang 

elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  pada Satuan Polisi 

Lalu lintas Polresta Banda Aceh belum maksimal dan memiliki masalah dalam 

penerapannya bagi Masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul 

"Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas di Kota Banda Aceh”. 

  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap 

kepatuhan berlalu lintas selama pemberlakuan electronic traffic law 

enforcement (ETLE) di kota Banda Aceh? 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan electronic traffic law enforcement 

(ETLE) dalam meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota 

Banda Aceh? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari latar belakang adapun yang menjadi tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 
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1. Tingkat kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan 

berlalu lintas selama pemberlakuan electronic traffic law enforcement 

(ETLE) di kota Banda Aceh. 

2. Efektivitas penggunaan electronic traffic law enforcement (ETLE) dalam 

meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota Banda Aceh. 

 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terdapat dalam 

penulisan ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Efektivitas Hukum 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif, 

yang berarti ada efeknya akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, 

dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Dapat juga definisikan 

sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh akibat yang ditimbulkan, manjur, 

membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.
12

 

Hukum yang berfungsi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

hukum. Optimalisasi mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan 

strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam 

suatu peraturan perundang-undangan negara, berlaku sejak tanggal 

diundangkannya peraturan tersebut. Ketika peraturan itu diterapkan, maka tidak 

semestinya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. ini sangat berlawanan 

dengan tingkah laku manusia. Dalam kesehariannya manusia mempercayai 

mitos tersebut dan pelanggaran pun terjadi. Oleh sebab itu, efektivitas hukum 

menjadi dasar permasalahan yang ditangani. Apakah suatu peraturan yang sudah 

berlaku telah terlaksana atau belum dilihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai 

masyarakat.
13
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Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf 

seberapa jauh suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat 

dikatakan efektif apabila terdapat tingkat dampak hukum yang positif, pada saat 

itu pula hukum tersebut dapat memberikan efek yang mencapai sasarannya 

dalam membimbing atau merubah perilaku manusia hingga menjadi perilaku 

yang hukum. 

Terkait persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum bukan hanya 

dengan unsur paksaan eksternal, di dalam hukum dia identikkan dengan siapa 

yang mengadilinya . Paksaan yang dimaksud oleh Soekanto di sini adalah 

paksaan yang dapat melibatkan pihak badan peradilan. Ancaman paksaan ini 

tentu saja menjadi unsur mutlak yang terdapat pada suatu kaidah hukum jika 

hendak dikategorikan sebagai hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka 

tentu saja unsur paksaan ini berhubungan dengan efektif atau tidaknya suatu 

ketentuan atau aturan hukum.
14

 

2. Penerapan 

Penerapan adalah tindakan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal-hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan kelompok yang telah 

diatur dan dipersiapkan sebelumnya.
15

 Setiawan mendefinisikan penerapan 

(implementasi) sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan jaringan pelaksana 

dan melibatkan tindakan yang terencana untuk mencapai tujuan.
16

 Menurut 

sudut pandang yang berbeda, penerapan adalah seperangkat prosedur yang 

dilakukan secara sadar dan terencana berdasarkan konsep dan ide dengan praktik 

langsung untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.
17

 

3. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)  
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Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk penerapan 

teknologi informasi yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam 

pelanggaran lalu lintas secara digital. Sistem ini berfungsi sebagai upaya untuk 

meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.
18

 

ETLE merupakan wujud perkembangan teknologi informasi untuk menangkap 

pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera cctv. ETLE juga 

dapat memastikan adanya keadilan dalam penegakan hukum dengan 

memberikan perlakuan penindakan yang setara bagi seluruh pengguna jalan.
19

 

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan 

hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera yang 

kemudian direkam secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. 

Penggunaan etle merupakan suatu terobosan kepolisian untuk mengurangi 

jumlah aparat pelaku pungli dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan 

meningkatkan disiplin berkendara di masyarakat.
20

 

4. Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan merupakan asal kata dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat 

dan turut. Mematuhi adalah kata kerja dan kata benda jenis verba yang artinya 

menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan jenis nomina verba yang artinya 

ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau 

seseorang. Dengan demikian, kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga 

masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main yang berlaku.
21

 

Kepatuhan hukum adalah produk kesadaran hukum minimum yang harus 

dimiliki seseorang warga negara, memiliki atau mengetahui atau setidaknya agar 
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ia mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Amran Suadi 

mengatakan bahwa “Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah 

kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai 

aturan main dalam mengendalikan hidup bersama”. 

Hukum memerlukan partisipasi aktif dari manusia agar kehendak baik dari 

hukum itu dapat benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Dan partisipasi ini 

kemudian membuka pintu bagi kesadaran hukurn dan dengan begitu 

terpeliharalah perilaku-perilaku taat hukum atau kepatuhan hukum dari para 

subjek hukum.
22

 

5. Pengendara 

Dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa pengendara atau Pengemudi 

adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah 

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
23

 

6. Lalu Lintas 

Salah satu pergerakan kendaraan dan masyarakat yang berkontribusi 

terhadap pembangunan yang kita lakukan adalah lalu lintas. Masalah lalu lintas 

adalah masalah nasional yang berkembang seiring dengan perubahan 

masyarakat. Isi terkini yang menjadi masalah ialah tingginya angka kecelakaan 

lalu lintas di jalan raya. 

Selain berguna untuk meperlancar pekerjaan, kita tidak dapat mengabaikan 

fakta bahwa lalu lintas dapat merugikan kita dalam bentuk korban jiwa dan luka-

luka serius. Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan 

raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan/atau 
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pengguna jalan yang mengakibatkan kerugian harta benda dan/atau korban jiwa 

sesuai yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009.
24

 

 

E. Kajian Pustaka 

Meskipun ada beberapa penelitian lain yang membahas tentang electronic 

traffic law enforcement (ETLE) akan tetapi tidak ada yang secara spesifik 

meneliti terkait “Efektivitas Penggunaan electronic traffic law enforcement 

(ETLE) dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendara Lalu Lintas di Kota Banda 

Aceh”. 

Pertama penelitian yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul 

“Implementasi Tilang Elektronik dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di 

Wilayah Hukum Kota Banda Aceh”. Penelitian ini memfokuskan kajian pada 

aspek penegakan hukum pidana melalui ETLE, khususnya bagaimana 

mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi 

aparat penegak hukum dalam pelaksanaan ETLE.
25

 

Kedua yang ditulis oleh Sari, M. & Utami, R. dengan judul “Peran e-

Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Lalu Lintas di 

Surabaya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-Tilang berperan penting dalam 

meningkatkan kesadaran hukum pengendara. Namun, tantangan terbesar adalah 

rendahnya tingkat edukasi tentang cara kerja e-Tilang dan kurangnya 

transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
26

 

Ketiga yang ditulis Nurussajida dalam skripsinya yang berjudul 

“Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana 
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Pelanggaran lalu Lintas Bagi Masyarakat di Kota Banda Aceh” menegaskan 

bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang dalam penegakan hukum pidana 

pelanggaran lalu lintas bagi masyarakat kota Banda Aceh serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi bekerjanya kebijakan e-tilang dalam penegakan pidana 

pelanggaran lalu lintas di kota Banda Aceh.
27

 

Keempat yang ditulis Hartanto dalam bukunya “Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE): Aplikasi Penegakan Hukum Lalu Lintas”, menjelaskan 

bahwa ETLE merupakan inovasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi 

yang bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung 

antara polisi dan masyarakat, serta mendorong kepatuhan pengendara melalui 

bukti pelanggaran yang objektif khususnya diwilayah Polres Cianjur. Berbeda 

dengan kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan ETLE 

di Kota Banda Aceh secara lebih spesifik, dengan menekankan pada tingkat 

kesadaran hukum pengendara serta bagaimana penerapan ETLE berdampak 

terhadap kepatuhan berlalu lintas di wilayah tersebut.
28

 

Kelima yang ditulis oleh Dewi, K. & Setiawan, A., yang berjudul 

“Efektivitas e-Tilang dalam Meningkatkan Disiplin Pengendara di Kota 

Medan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di Medan 

berhasil mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, terutama di kalangan 

pengendara motor. Namun, tantangan utama adalah ketidaksesuaian data antara 

sistem e-Tilang dan data yang diterima oleh pengendara, yang memengaruhi 

tingkat kepercayaan terhadap sistem ini.
29

 

Dari beberapa penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis walaupun sama-sama bertemakan e-tilang, pada 
                                                           
 27
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penelitian yang akan diteliti, penulis lebih menekankan faktor-faktor 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara lalu lintas yang telah 

melakukan pelanggaran secara berulang terutama di wilayah kota Banda Aceh, 

sehingga membuat pembahasan e-tilang yang akan penulis teliti ini menjadi 

penting untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan prosedur dan skema dalam melakukan 

penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian untuk dilakukan dengan 

terencana, ilmiah, netral, dan juga bernilai. Metode penelitian merupakan 

strategi untuk mengumpulkan data dan upaya pencarian solusi dari suatu 

masalah yang didasari oleh fakta. Metode penelitian juga merupakan suatu 

teknik yang digunakan untuk melakukan penelisan tersebut. 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan rujukan kepada metode, yaitu 

rincian tentang tindakan peneliti dalam proses memecahkan masalah pada waktu 

dilakukannya penelitian. Metode mengacu pada teknik yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh data penelitian, menemukan solusi suatu pemecahan 

masalah, variasi ilmiah, penelitian yang dilakukan secara sitematik serta 

merekonstruksi data penelitian seakurat mungkin.
30

 

 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan 

                                                           
30
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paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-

undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”
31 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode 

penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 

masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang 

terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan 

data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.  

 Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat dari wawancara dengan pihak kepolisan dan juga 

masyarakat yang pernah mendapatkan surat tilang secara ETLE, maupun 

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan 

dengan survei. Survei adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi dari sumber atau data penelitian guna melakukan penelitian dan 

analisis dalam penelitian empiris (penelitian hukum non doktrinal). Survei 

penelitian dianggap sebagai pendekatan positivis terhadap ilmu sosial.  

Menurut Robert Groves, salah satu pakar survei terkemuka, “survey 

menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survei adalah jenis data 

kuantitatif. Penelitian ini menanyakan kepada beberapa responden mengenai 

sifat dapat dipercaya, karakteristik mereka, dan kejadian apa saja yang pernah 

atau sedang terjadi. Berdasarkan fakta-fakta di atas, terlihat bahwa metode 
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pengumpulan data hukum untuk penelitian empiris dilakukan melalui survei 

terhadap kepercayaan masyarakat, fakta, data, dan perilaku dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari.
32

 

4. Sumber Data  

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama 

dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder 

a. Sumber Data Primer  

Menurut Umi Narimawati, data primer adalah data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. Data ini tidak dalam bentuk terkompilasi atau bentuk 

file. Data ini didapatkan melalui wawancara dari sumber langsung atau 

responden, yaitu orang yang menjadi subjek penelitian, atau orang yang 

dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan data.
33

 

Subjek tersebut terdiri dari 3 anggota masyarakat pelanggar lalu lintas di 

Kota Banda Aceh yang pernah mendapatkan surat tilang secara elektronik dan 

informan terdiri dari Satlantas Polresta Banda Aceh.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer 

dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan 

sebagai sumber rujukan. Semua sumber hukum atau pun publikasi yang bersifat 

ilmiah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian 

ini, baik berupa perundang-undangan, buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, 

makalah, artikel dan hasil penelitian ilmiah. 

c. Sumber Data Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 
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hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier mendukung bahan 

hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan 

pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap 

informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah: kamus hukum dan 

kamus besar Bahasa Indonesia.
34

 

5. Teknik Analisis Data 

Adapun dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

analisis deskriptif dan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini serta untuk membahas permasalahan dalam penelitian  ini secara tuntas, 

maka penulis menggunakan sistem wawancara (interview) terhadap pelanggar 

lalu lintas (responden) dan Satlantas Polresta Banda Aceh (informan). 

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara 

(peneliti/penulis) dengan yang diwawancarai (masyarakat pelanggar lalu lintas) 

untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

6. Pedoman Penulisan  

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis 

berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbingan Skripsi” yang diterbitkan 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh edisi revisi tahun 2019. 

 

G. Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membagi 

pembahasannya menjadi empat bab yang masing-masing bab saling 

berhubungan satu sama lain. 
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 Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 

penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas teori efektivitas 

hukum, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu 

lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, dan tinjauan umum tentang Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) 

 Bab tiga merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang tingkat 

kesadaran hukum pengendara lalu lintas terhadap kepatuhan berlalu lintas 

selama pemberlakuan electronic traffic law enforcement (ETLE) di kota Banda 

Aceh dan efektivitas penggunaan electronic traffic law enforcement (ETLE) 

dalam meningkatkan kepatuhan pengendara lalu lintas di kota Banda Aceh. 

 Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

penulisan penelitian ini dan saran yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah 

ini. 


